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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMoR : 1oO.3/ K.31/BAPENDA-V

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALTMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimba]1g a. bahrva dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
l1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksala pada Badan Pendapatar Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pada Badar Pendapatan Daerah Provinsi
Ka-limantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaraa
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12,

Tambahan l"emba-ran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5587), sebagaimarla telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Ial,un 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahur, 2022
Nomor 4, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahur:' 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahu,o, 2022
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
informasi Publik (l,embaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomal Pengelolaan
Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Inlormasi Nomor 1 Tahun 201O
tentang Standar Layartarl lnformasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negaria Republik Indonesia Nomor
1);



KEDUA

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentarlg Prosedur Penyelesaia:r Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2013 Nomor 649, Tambahal Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Ka-limantan Timur Nomor
15 Tahun 2072 fer\tang Layarar Informasi Pubiik di
Lingkungal Pemerintah Provinsi Kalima:rtar Timur
(l,embaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan l,embararl
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daera-h Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan darl Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembamn Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Kalimaltan Timur Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pedomar l,ayanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimartal Timur {Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18):

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunai
Orgalisasi, Tugas, Fungsi, Uraiam Tugaa dan Tata
Keda Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksara pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan
personil sebagaimala terca-otum dalam lampiran
keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas :

Menetapkan

KESATU



KETIGA

KEEMPAT

1. Menyusun kerangka acuan dal konsep administrasi
lainnya dalam pelaksanaar kegiatan keterbukaan
informasi publik di lingkungar Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

2. Melaksanakan kegiatan keterbukaa-n informasi
publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

3. Melaksanakan koordinasi dan konsoLidasi
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
darl Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi
Kalimantan Timur;

4. Melakukan koordinasi dalam rargka pengumpulan
dan penlrusunan informasi darl dokumentasi;

5. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayalan atas permintaan informasi dan
dokumentasi.

Ditetapkan di Samarinda
14 Februari 2025

/
Ismiati, Si

4 Utama Madya
NrP. 19650914 199012 2 001

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalirnantarr Timur melalui Badan Pendapatan Daeiah
Proansi Kalimantan Timur.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2025.



I-qMPRAN KEPUTUSAN KEPAI"A BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KAIIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3/K.31/BAPENDA-V TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGEI,OLq
INFORMASI DAN DOKT'MENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAI] PROVINSI (AIIMANTA-I$ TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGEIOI.A INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEL.AI(SANA BADAN PENDAPATAN DAERA]] PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID Pelaksana Kcpala Radan f'endapatan ljaerah Provinsi
Kalimantan 'l'imur

Ketua PPID Pelal<sana Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Sekretaris Kepaia Sub Bagian Umum Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang Pelayanan

Dokumentasi Informasi 1. Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Sistem Infomrasi Pendapatair
Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

2. Kepala Unit Pelaksana Tekiis Daerah
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerall Badan
Pendapatan Daeral se Kalimantan Timur

3- Kepala Sub Bidang Arnafisis Pengembangan
Pendapatan dan Pelayanan Badan
Pendapatan Daerai Provinsi Kalimantan
Timur

Anggota 1. Roesita lka Winarti

2. Novi SusaDlo

3. Ni KetLLt Kartika Triana Putd
.1. Awang Muhammad G:rffar Rimandaru

Bidang Pengolahan Data dan
Klasifll<asi Dokumentasi 1. Kepala Bidang Pajak Daeral Badan

Pendapata! Daerah Provinsi KaLimanta.n
Timur

2. Kepa]a BidanA Bukan Pajal< Daerah Badan
Pendapatan Daerall Provinsi Kalimantan
Timur



,

Anggota

Bidang Penyele saian
Sengketa Informasi

Anggota

3. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4. Kepala Sub Bidang PerencaDaan Anggaran
Pendapatan dan P€flgcmbangan Sistem
Informasi Pendapatan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimarltan Timur

1. Nanda Nadiera Utami Puteri

2. Lisna Adriani

3. Abyan Sadewo Aji

4. Pipit Ulfa Krisnawati

5. Entiiek Farid Fabian

6. Satriya Eka Rach.mah Assidig

7. Muhammad Fadiri

8. Unsur Unit Pelalsana Teknis Daerah
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan
Pendapata! Daerah s€ lla-limantan Timur

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatao Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

2. Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan
Perundang-undangan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kaliuafl-tan Timur

3. Kepala Sub Bidang Pendataan, Administrasi,
dan Keberatan Paja.k Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kaumantan Timur

4. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

1. Galuh Amalia

2. Ebet ltama Nugraha

2. Sulis Setia wati
3. Syafruddin Nur

ti, M,si
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URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEJABAT PENGELOI-{
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADA}{ PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KAUMANTAN TIMUR :

1. Atasan PPID Pelaksaira

a. Memberikan ara}lafl dan pembinaan terhadap pela.ksanaan kegiatan
keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatar Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan irformasi publik di
Iingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Ka_limantan Timur.

2. Ketua PPID Pelal<sana

a. Menyusun kerangka acuau dan konsep administrasi lainnya dalam
pelaksanaar kegiatan keterbul<aar inlomasi publik di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Pilvinsi Kelimentqn TiEur;

b. Melaksanal<an kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungal Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

c. Melaksanal(an koordinasi dan konsolidasi pengumpula bahal inforrnasi
dan dokr.mentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan
Dinas Komunikasi dan Infot'matika Provinsi KaLimantan Timur;

d. DalaE melaksanakan fiigasnya, Ketua PPID Pelal<sara Badan Pendapatan
Daerai Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Atasan ppID
PeLaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sekretaris

a. Mclakukan koordinzrsi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan
rnlb.masi dan dokumentasi:

b. Melakukan pclaksanaan admiristrasi pclayanan iitbrmasi dan
dokumentasi, korespondensi, dan pcnyediaan meja iniormarsi;

c. Meiakukan koordinasi dalam aangka pembcrian pelayana atas pern ntaan
inlbrmasi dan dokumentasil

d. Melakukan verilikasi bahan inforrnasi putrlik;

e. Menpersiapkan pelaksanaran uji konsekucnsi alas infoirnasi yanll
dikecualikan;

1. Melakukan koordinasi dalam rangka peDanganan penyelcsaian kebetatan
infi)rma si:

g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kcgiatan keterbukaan informasi
pubLik di lingkungan Rzrdan Pendapatan Daerah Provinsi Kalirnantan
Timur:



4. Bidang Peiayanan dan Dokurnentaai Informasi

a. Melakukan pemutakhiran informesi darl dokumentasi;

b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayana-n informasi, dokumentasi,
dan korespondensi di meja inforEasi;

c. Melakulan koo.dirtasi d,l' rangka pemberian pelayanan atas permintaan
informasi dan dokumentasi;

d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyaiakat;

e. Dalam lr1elal<sa.rrakan hrgasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
Informasi bertanggung jau,.ab kepada Ketua.

5. Bidang Pengolahan Data dan Klasilikasi IDformasi

a, Melakukan penghimpunan, pendataan, dan penyimpanar informasi publik
sesuai unrsan dan bidangnya masirg oasing;

b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;

c. Dalam melaLsanakao tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Nlasifiliasi
InlorEiasi beftanggung jawab kepada Ketua.

6. Bidang Penyelesaiar Sengketa Informasi

a. Melaksanakan kajian atas dampak darr kons€kuensi informasi
publik berdasarka! Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan kebUakan dan asistensi pelaksanaan klarilikasi informasi
publik;

c. Memberikan rekomendasi dan perti&bangan terkait diterima atau
ditolaknya suatu permintaan inforEasi publik;

d. Melakukan koordiflasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan
informasi;

e. DaLau melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
bertanggung jawab kepada Ketua.
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